
SALINAN I 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENPANDEGLANG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG 
NOMOR: 834/HK.03. l-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2019 

TENTANG 

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN 
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) huruf c, Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Calon perseorangan dapat 
mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika 
memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap 
di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau 
Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah 
bersangkutan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 ten tang 
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang 
Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi 
Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

2.Undang-Undang ... 



Memperhatikan 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kaJi diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pernilihan Umurn 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;. 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang 
Nomor 813/HK.03. l-Kpt/3601/KPU-Kab/IV /2019 tentang 
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil 
Perbaikan Ketiga (DPTHP-3); 

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Umum 
Nomor 1917 /PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Tahapan 
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Tahun 2020 tertanggal 3 September 2019; 

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman 
Jurnlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi 
syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan 
Calon Perseorangan dan Penarnbahan Informasi pada 
Formulir B. l. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak 2020 tertanggal 22 Oktober 2019; 

4,Berita Acara ... 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pernilihan Um um Kabupaten 
Pandeglang Nomor 61/PL.01.1-BA/KPU-Kab/X/2019 
tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran 
Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN 
PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON 
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKJL 
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020. 

Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai 
Syarat Pencalonan bagi Pasangan Ca!on Perseorangan Peserta 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, 
sebagai berikut: 
a. jumlah dukungan paling sedikit sebesar 7 ,5% (Tujuh 

Setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 
Umum Tahun 2019 sebanyak 930.761 (Sembilan Ratus Tiga 
Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu), yaitu sebesar 
69.808 (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan) 
dukungan; dan 

b. jumlah dukungan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, 
tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah 
Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yaitu sebanyak 18 
(Delapan Belas) Kecamatan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pandeglang 
pada tanggal 26 Oktober 2019 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENPANDEGLANG 

Ttd 

AHMAD SUJA'I 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
�;��E�N PANDEGLANG 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

